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WALI KOTA GUNUNGSITOLI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI 

NOMOR 48 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA GUNUNGSITOLI, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) 

huruf a Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 
2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 
Peraturan Wali Kota; 

 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
 

4.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4931); 
 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

SALINAN 
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
 

7.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
 

8.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 
  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 Tahun 
2010); 

 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 
 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah kota Gunungsitoli. 

 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip ekonomi seluas luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 
 

4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 

praktik-praktik spesifik yang  dipilih oleh Pemerintah Daerah 
sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 

periode maupun antar entitas. 
 

5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah elemen lain untuk mewujudkan fungsi 
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah. 

 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

 

7. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 
disebut Pendapatan LRA adalah semua penerimaan  Rekening  

Kas  Umum  Daerah yang menambah saldo anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh Pemerintah Daerah. 

 

8. Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut 

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 
9. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 

Daerah. 
 

10. Bagan Akun Standar adalah pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 
menggambarkan struktur Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah dan laporan keuangan secara lengkap, yang 

selanjutnya digunakan dalam pencatatan transaksi pada 
buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, 

pengihtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 
keuangan. 
 

11. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang 

mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang 
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan 

keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 
 

12. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri 
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyajikan 
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laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang 

bertujuan umum. 
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, 
dan sisa lebih/kurang pembiayaan  anggaran, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 
periode. 
 

14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan 

Anggaran, koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir. 
 

15. Neraca adalah laporan keuangan yang  menggambarkan  
posisi  keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
 

16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 

laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 
 

17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. 
 

18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 

surplus/defisit- Laporan Operasional, koreksi, dan ekuitas 
akhir. 

 

19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut 

CaLK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. 

 

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

 

21. Hari adalah hari kerja. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai 

pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan 
Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 
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Pasal 3 

 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
Pasal 4 

 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan 

b. Kebijakan Akuntansi Akun. 
(2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. LRA; 
b. LPSAL; 

c. Neraca; 
d. LO; 
e. LAK; 

f. LPE; dan 
g. CaLK. 

(3) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b  terdiri atas: 
a. kebijakan akuntansi pendapatan; 

b. kebijakan akuntansi beban dan belanja; 
c. kebijakan akuntansi transfer; 
d. kebijakan akuntansi pembiayaan; 

e. kebijakan akuntansi kas dan setara kas; 
f. kebijakan akuntansi piutang; 
g. kebijakan akuntansi persediaan; 

h. kebijakan akuntansi investasi; 
i. kebijakan akuntansi aset tetap; 

j. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; 
k. kebijakan akuntansi dana cadangan; 
l. kebijakan akuntansi aset lainnya; 

m. kebijakan akuntansi kewajiban; 
n. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan; dan 

o. kebijakan akuntansi penyajian kembali (restatement) 
neraca. 

p. Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah. 
(4) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan 

Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali 
Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota 
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Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Gunungsitoli, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Gunungsitoli. 
 

 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 20 Desember 2024 

  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI, 
 

ttd 
 

SOWA’A LAOLI 

 
 

 
Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal, 20 Desember 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, 

 

 ttd 
 

OIMONAHA WARUWU 
 
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 48  

 
 

 
 
Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, 

 
 
 

 
FIRMAH ZEBUA, SH 

NIP. 19850111 201101 1 004 
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